BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.602, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pajak Bumi dan
Bangunan. Pengurangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/PMK.03/2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.03/72009 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemberian keputusan permohonan
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur
dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor
110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada
Wajib Pajak, meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas, dan dalam rangka
mengoptimalkan fungsi kebijakan (policy making)
serta pengawasan oleh Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak, perlu melakukan
penyesuaian/penyempurnaan terhadap ketentuan
mengenai kewenangan untuk menerbitkan keputusan
pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana
tersebut dalam huruf a;
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c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009
tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.03/72009 TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
110/PMK.03/72009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disebut dengan UU PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut
dengan Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 UU PBB.

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut
dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada
Wajib Pajak.
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4. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UU PBB.

5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP
adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya
meliputi letak objek pajak PBB atau Kantor Pelayanan Pajak yang
ditunjuk untuk mengadministrasikan objek pajak PBB

6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut
dengan Kanwil DJP adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak yang membawahkan KPP.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal
6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi
persyaratan:

a. 1(satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang
dimohon disertai alasan yang jelas;

diajukan kepada Kepala KPP;

d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan
Pengurangan;

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam
hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa
Khusus, untuk:

a) Wajib Pajak badan; atau

b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih
banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa,
untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang
paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

f. diajukan dalam jangka waktu:
1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB;

3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat
Keputusan Keberatan PBB;

o
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4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana
alam; atau

5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain
yang luar biasa,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya;

tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas
objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal
objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa; dan

. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang

dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan
telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat
Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus
memenuhi persyaratan:

(3)

a.

1(satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun
Pajak yang sama;

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang
dimohon disertai alasan yang jelas;

diajukan kepada Kepala KPP melalui pengurus Legiun Veteran
Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi
terkait lainnya,;

diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang
bersangkutan; dan

tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas
objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus
memenuhi persyaratan:

a.

b.

1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang
sama,;

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang
dimohon disertai alasan yang jelas;
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